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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terkait hak kepemilikan dan penggunaan senjata api, masyarakat 

sipil dapat memiliki dan menggunakan senjata api non organik 

Polri/TNI tetapi hanya golongan tertentu saja yaitu Polsus, PPNS, 

Satpol PP dan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 82 Tahun 

2004 yaitu Direktur utama, Menteri, Pengusaha utama, Komisaris, 

Pengacara dan Dokter dengan catatan sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia 

(Polri). Masyarakat sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak 

dibutuhkan. Selain itu, senjata api yang dimiliki tidak boleh 

dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang 

lain. Prosedur untuk kepemilikan senjata api terlebih dulu dilihat 

dari sisi urgensinya. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka 

pemakaian senjata api hanya untuk peruntukannya saja pada saat 

mendaftarkan yaitu beladiri atau olahraga, dan/atau penunjang tugas 

khusus. Senpi yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru 

karet, gas, dan peluru hampa. 

2. Terkait dengan keabsahan jual beli senjata api itu sendiri, dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat sipil dapat melakukan jual beli 
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Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Peralatan Keamanan yang 

Digolongkan Senjata Api sebagai alat pertahanan diri. Persyaratan 

perjanjian/kontrak elektronik dalam UU ITE dan syarat sahnya 

perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi terlebih 

dahulu, dalam UU ITE dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) 

UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke 

dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Jadi, jual beli senjata 

api secara daring oleh masyarakat sipil selama perjanjiannya 

memenuhi empat persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan 

persyaratan dalam Pasal 6 UU ITE tentang sahnya suatu informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik serta jenis senjatanya yang 

diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2022 Tentang Senjata Api maka 

hukum memandangnya sebagai suatu perjanjian yang sah dan 

mengikat bagi para pihaknya sebagaimana mengikatnya Undang-

Undang. 

 

B. Saran 

  Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah pihak kepolisian 

harus melakukan pendekatan seperti pemberian penyuluhan-penyuluhan 

kepada masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api berisi himbauan-

himbauan agar tidak mudah melakukan transaksi jual beli senjata api, 

mengingat perizinan adalah hal terpenting akan hal tersebut. Serta pihak 

kepolisian juga sebaiknya sesering mungkin melakukan razia perdagangan 

senjata api yang beredar di dunia maya karena banyak sekali ditemukan 
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situs-situs jual beli senjata api yang menyesatkan masyarakat karena tak 

mengantongi izin dan menjerumuskan masyarakat sehingga mempersempit 

ruang gerak bagi penjual senjata api secara illegal. 

  Peran Pemerintah juga harus merespon masalah ini dengan 

memperkuat sistem keamanan dan menerapkan Undang-Undang serta 

pengaturannya yang lebih ketat mengingat maraknya transaksi jual beli 

senjata api secara daring yang tak berizin. Serta pembeli dalam hal ini 

adalah masyarakat sipil harus mengetahui persyaratan dan kriteria tertentu 

apabila ingin membeli dan memiliki senjata api karena hanya golongan 

tertentu saja yang dapat memilikinya sehingga tidak diperuntukkan untuk 

kegiatan atau hal-hal yang melawan hukum. 
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